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Pemerintah otoriter Orde Baru meninggalkan jejak pelanggaran HAM berat karena kebijakan politik yang
menindas warga negara. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu pelanggaran HAM berat masalalu
yang menindas kelompok Muslim yang kritis terhadap rezim. Dengan kerangka teori kriminologi kritis,
skripsi ini bertujuan untuk menelusuri pengalaman viktimisasi berlapis anggota keluarga korban
pelanggaran HAM berat Tanjung Priok tahun 1984 sebagai kejahatan negara. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan paradigma kriminologi kritis dengan data primer berupa wawancara mendalam
dengan tiga anggota keluarga korban kasus Tanjung Priok 1984, serta data sekunder dengan studi literatur.
Hasil analisis menunjukkan bahwa para anggota keluarga korban mengalami viktimisasi berlapis sejak
peristiwa Tanjung Priok itu sendiri terjadi pada tahun 1984 hingga pada masa kini, ketika negara telah
bertransisi dari pemerintahan yang otoriter. Viktimisasi berlapis tersebut dialami oleh para anggota keluarga
korban dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kehidupan sosial, kondisi finansial, kondisi psikologis,
hingga kedudukan di mata hukum dalam proses persidangan ad hoc yang telah dijalankan. Ini merupakan
suatu bentuk kejahatan politik yang dilakukan oleh negara, baik dalam tindakan yang sengaja maupun dalam
bentuk pengabaian. Adanya otoritarianisme dari negara sejak dari masalalu hinggatidak adanya
pertanggungjawaban negara di masa kini untuk menyel esaikan kejahatan di masa lalu tersebut menciptakan
viktimisasi berlapis yang dialami oleh keluarga korban hingga hari ini. Prinsip-prinsip keadilan transisi yang
gagal diwujudkan hingga hari ini menunjukkan bahwa negara terus melanggengkan impunitas para pelaku
dan tidak menunjukkan political will dalam pemerintahan yang demokratis untuk memulihkan kerugian para
anggota keluarga korban.

...... The authoritarian New Order government left atrail of gross human rights violations due to political
policies that oppressed citizens. The Tanjung Priok incident is one of the past gross human rights violations
that oppressed Muslim groups critical of the regime. Grounded in the theoretical framework of critical
criminology, this thesis investigates the phenomenon of layered victimization experienced by the family
members of victims of the 1984 Tanjung Priok gross human rights violations, conceptualized as a state
crime. Employing a qualitative research design within a critical criminology paradigm, the study utilizes
primary data derived from in-depth interviews with three family members of victims, complemented by
secondary data obtained through literature review. The findings reveal that the victims' families have
endured ongoing and layered forms of victimization from the time of the incident through the present,
despite the state's political transition from authoritarian rule. These forms of victimization manifest across
various dimensions of life, including social marginalization, economic hardship, psychological distress, and
legal disenfranchisement, particularly within the context of the ad hoc judicia proceedings. The layered
victimization is attributed to both comission and omission act by the state. The enduring effects of past
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authoritarianism, coupled with the state's continued failure to establish accountability mechanisms,
contribute to the perpetuation of harm against the victims' families. The study concludes that the unfulfilled
principles of transitional justice reflect the state's ongoing impunity for past abuses and itslack of political
will to rectifying the injustices suffered by victims' families within the framework of democratic
governance.



